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Abstract

Suspect narcotics criminal penalty of 5 years or more who do not have their own
legal counsel, concerned officials at all levels in the examination proceedings
shall appoint legal counsel for those with funding from the State. The results of
the discussion in this thesis is the implementation of the right of suspects to be
accompanied by legal counsdl in the investigation process in criminal drug abuse
Drug Investigation Division in the Directorate of Riau Police are still not going
well, as for the obstacles faced include: human resource factor and Factor
budgetary funds. While efforts were made to overcome the obstacles that occur
are. Improve the quality of human resources, including disseminating to the
public about the rights of suspects to legal counsel assisted in the investigation
process;, Improving the quality of the investigator at the Directorate of Riau
Police Drug Investigation Division; strive for Providing Legal Counsel Legal Aid
to suspect in Investigation process and |mprove budget.
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A. Pendahuluan

Riau adalah salah satu provinsi makmur di IndoneRiau sebagai
suatu provinsi berkembang dengan tingkat sosialigaisg semakin tinggi
serta mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan ltegin@da hal-hal yang
menyimpang yang terjadi. Salah satunya tindak gideamg terjadi di Provinsi
Riau adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotia.ini terlihat dari
banyaknya kasus yang terjadi selama tahun 2011adi Yitu sebanyak 592
kasus dengan total tersangka sebanyak 675 orangpada tahun 2012
(Bulan Januari- Bulan Oktober sebanyak 553 kasngatetotal tersangka 824
orang sedangkan tersangka kasus penyalahgunaastikarigang ditangani
oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerau Rebanyak 72 kasus
dengan 94 tersangka dan pada tahun 2012 (Bularardafulan Oktober
sebanyak 68 kasus dengan total tersangka 94 orang.

! Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Da®&iak.



Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan oblaaiveberbahaya.
Dan narkotika adalah zat atau obat yang berasaltatiZaman atau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yangatdanenyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya mesagurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkaerd@ntungan.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk képegan
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetatan teknologi,
khususnya perkembangan teknologi obat-obatan mekia-jenis narkotika
dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pukatigunakan fungsinya
yang bukan lagi untuk kepentingan dibidang pengohabahkan sudah
mengancam kelangsungan eksistensi generasi suaisaia

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakatu ancaman
besar bagi kemajuan negara Indonesia dan merugai@ak pidana yang
bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakadus operandi yang
tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringarganisasi yang luas, dan
sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangenerasi muda
bangsa yang sangat membahayakan kehidupan madyabakeysa, dan
negard.

Agar tercapainya hukum yang seadil-adilnya olehrapaenegak
hukum maka pelaku tindak pidana penyalahgunaarotikakdi proses dengan
serangkaian proses pembuktian yang salah satumya penyidikan yang
dilakukan guna menegakkan hukum berdasarkan Undadgng Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berwenang mé&kkupenyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap karkaiath aparat penegak
hukum yaitu Polisi Republik indonesia (POLRI).

Peran penasehat hukum sangat penting, guna pembieesmangka
atau terdakwa agar mendapatkan hak tersangka ufibécikan bantuan
hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukurma patlap tingkat
pemeriksaan. Hal ini diatur dalam pasal 54 KUHA@nd&sehat hukum adalah
seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan otah &erdasarkan
undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Passlatl (13) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-dgddukum Acara
Pidana). Untuk mendapatkan penasehat hukum, td&saatau terdakwa
berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Bersurphda asas praduga
tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tgkaéerdakwa dalam
proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-lmakvghwa setiap orang
yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut daat atihadapkan di depan
Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebeluanyedputusan Pengadilan
yang 5menyatakan kesalahannya dan telah mempera&batan hukum
tetap):

2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20Dhtang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010,
him. 3.

% Taufik Makaraogt. al., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, him. 19.

* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20Dhtang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010,
him. 2.

®> Asa Mandiri,Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, him. 10.



Tersangka sebagai seseorang yang belum dinyataksaldh maka ia
mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalaal B sampai dengan
Pasal 68 KUHAP, yaitu: hak untuk segera mendapagieameriksaan dalam
tahap penyidikan, hak untuk menyiapkan pembelagnnyak untuk
mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkamaramukum dan hak
untuk mendapatkan kunjungan keluarga. Dalam atow&nm yang berkaitan
dengan hak tersangka yang tercantum pada PasdUB®\R tersebut dengan
tersangka tindak pidana narkotika yang ancamanrhakupidana lima tahun
atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukundirsepejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dafasespperadilan wajib
menunjuk penasehat hukum bagi mereka, namun jikartgka tidak mampu
membiayai penasehat hukum diatur dalam Undang-Untiermor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, pada BAB VI tentang Bantuarkiin Cuma-Cuma
Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantakum secara cuma-
cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak tersangka untuk didgimpenasehat
hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidasayalahgunaan
narkotika di Direktorat Reserse Narkoba KepoliddaerahRiau ?

2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaatersdngka untuk
didampingi penasehat hukum dalam proses penyidpenkara tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat RseseNarkoba
Kepolisian Daerah Riau ?

3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan petugask umengatasi
hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untuknpiicigi penasehat
hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidagrayalahgunaan
narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepoliddaerah Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penditian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak tersangka untaanytingi
penasehat hukum dalam proses penyidikan perkaaktimpidana
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dtmrkKepolisian
DaerahRiau

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam gatelan hak
tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalaseprpenyidikan
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotikaidikidrat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Riau

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan petugagk mengatasi
hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untukiitigi penasehat
hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pigergyalahgunaan
narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolidbaerah Riau




2) Kegunaan Pendlitian

1. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidakignkhususnya
tentang pemahaman pelaksanaan hak tersangka undaknpingi
penasehat hukum dalam proses penyidikan perkaaktimpidana
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dtmrkKepolisian
DaerahRiau

2. Untuk memberikan masukan bagi proses kegiatan p&kag hukum
terhadap pelaksaan hak tersangka untuk didampmgagghat hukum
dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan naekatikDirektorat
Reserse Narkoba Kepolisian DaeRiau

3. Untuk memberikan penjelasan yang lebih nyata tenpetaksanaan hak
tersangka untuk didampingi penasehat hukum dalarseprpenyidikan
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotikaidikidrat Reserse
Narkoba Kepolisian DaeraRiau guna menambah literatur dan bahan-
bahan informasi ilmiah dalam hal kepentingan akaklelan menambah
ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

D. Kerangka Teori
1. Teori Sistem Peradilan Pidana
Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP adalah gripgradilan yang
bekerja sama secara terpadu di antara bagian-loggiaimtuk mencapai
tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangkgapg.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan dapedrgjkan bahwa
sistem peradilan indonesia mempunyai perangkaktsiriatau sub-sistem
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyt@an dan Advokat
atau Penasehat Hukum. Masing-masing diuraikan sebagkut®
1) Sub Sistem Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Uneddndang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republibmedia khususnya
pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Republik Ind@neerupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanankelantiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikannguemban,
penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dedaugka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Sub Sistem Kejaksaan
Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Zeétang
Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (2) ke@mk adalah
lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaamandp#idang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan unohatang.

3) Sub Sistem Pengadilan
Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerhplum
terhadap suatu perkara dengan suatu putusan ha#ting persifat

® Rusli MuhammadSistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta , Ull Press Yogyakarta,
2011, him. 14.



melihat, putusan yang dapat dilakukan pemidanasmbpbasan
maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelakiktpidana.

4) Sub Sistem Pemasyarakatan
Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling aldi@m sistem
peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem @Eking terdapat tujuan
dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadrapgdn dan tujuan
dari sub sistem ini, berupa aspek pembinaan dargmpeni Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana [NARta cara
pelaksanaannya pembinaan telah diatur dengan Urdiagigng Nomor
12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

5) Advokat Sebagai Quasi Sub-sistem
Posisi advokat sebagai satu bagian atau sub sigfam sistem
peradilan pidana Indonesia masih menjadi perdeph#dmi disebabkan
belum adanya wadah yang menyatu dan mengendalik&arjanya
lembaga Advokat itu.Sesungguhnya keberadaan advkatiakui
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentangpkatvmenjadi
landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagkih satu pilar
penegak hukum.

2. Teori Penegakkan Hukum

Teori penegakan hukum menurut John Graham penedakeimm
dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakakum dalam
pencegahan kejahatan. Dan menurut Hamis MC.Rae atakayn bahwa
penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaantkmma berupa
penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betultlad¢i dibidangnya
dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika geen hukum
mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan didgang
ditanganinyd.

Penegakkan hukum adalah tahap pembuatan hukum rhasiis
disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit daldmdiean masyarakat
sehari-harf

Penegakkan hukum memiliki fungsi untuk mengaktaalisan
aturan-aturan hukum agar sesuai dengan dicitaagitakeh hukum itu
sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah lakanmsia sesuai dengan
bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undangrngdtau hukun.

3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka
Sanksi pidana yang secara relatif dapat dikategordebagai bentuk
pelanggaran HAM . Oleh pada dasarnya penjatuhangpichelanggar hak
asasi manusia, maka penetapan suatu perbuatanaséimaigk pidana
(kriminalisasi) harus dilakukan secara hati-hati dalektif.'°

" hitp//mediaskripsi.blogspot.com (akses, Jum'abki@ber 2012 Pukul 12.11 WIB)

8 satjipto Raharjollmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Semarang, 2000, him. 181,

° Siswanto Sunarsdenegakan Hukum Psikotropika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
him. 70.

1% Erdianto, Pokok - Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, 2010, him. 101.



Demi tegak dan terlindungnya hak-hak asasi manos&a KUHAP
sebagai pedoman pelaksanaan penyidikan telah mmagkehak-hak
tersangka antara lain hak memberikan keterangaaraedoebas , hak
didampingi penasehat hukum pada tiap tingkat pessesain

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Adasiusia
secara eksplisit menyatakan tentang “asas pradkghersalah” dan “asas
legalitas”, dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan ditukémena disangka
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggak tirsalah,
sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalatu sidang
pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum ydipgrlukan
untuk pembelanya, sesuai dengan ketentuan perapsamdang-
undangan”.

“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukunawatdijatuhkan
pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan pemgagadangan
yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukainn

Dalam Undang-undang yang disebutkan diatas ins jphwa setiap
orang yang belum dijatuhi hukuman masih memilikk hatuk dianggap
tidak bersalah , dalam hal sesecrang yang sudatatiikii menjadi tersangka
dalam tindak pidana narkotika dengan ancaman hukwuaag lebih dari
lima tahun penjara wajib didampingi penasehat hukumok membelanya,
hal ini diatur jelas dalam pasal 56 KUHAP.

E. Metode Pendlitian

1) JenisPendlitian
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis pdiaelihukum sosiologis,
yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologsahdsebagai usaha
mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukyeng nyata atau
sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyasakkngkan, dilihat
dari sifatnya penelitian yang digunakan bersitaskriptif. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untolemberikan
gambaran dengan sistematis dan cermat fakta-fakalalengan populasi
tertentu, dengan tujuan memecahkan masalah-masaitilnal yang
dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan ttargformasi untuk
disusun , dijelaskan, dan dianali&is.

2) Lokas Pendlitian
Penelitian dilakukan di lingkungan kerja DirektorReserse Narkoba
Kepolisian Daerah Riau, karena masih adanya tirgdkna narkotika

" Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspekikum Dan Keadilan”Jurnal llmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi |, No.gustus 2010, him. 93.

12 Beni Ahmad SaebanMetode Penelitian Hukum, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009. him.
57.



yang pidananya diatas lima tahun atau lebih tiddlrdpingi penasehat
hukum dalam menjalani proses hukum di KepolisiaerBla Riau.

3) Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yarkgiben dengan

masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapysng menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah:

1) Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian adriau.

2) Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Narkoba KejaoliDaerah
Riau.

3) Tersangka Tidak didampingi Penasehat Hukum DalawseRr
Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaakohlea di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

4) Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan PerkardaKin
Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Resdlarkoba
Kepolisian Daerah Riau.

b. Sampd

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakularelpian
maka penulis menentukan sampel. Sampel adalahnbkgseluruhan
populasi yang akan dijasdikan objek penelitian ydranggap dapat
mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakdalah
purposive yaitu Menetapkan sejumlah sampel yang mewakili lgnm
populasi yang ada, yang kategori sampelnya ituhteldetapkan
sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya dilihabel dibawah ini.

Tabd 1
Jumlah Populas dan Sampel
No Responden Populasi | Sampel | Persentase
1 Direktur Direktorat 1 1 100 %
Reserse Narkoba

Kepolisian Daerah Riau

2 Penyidik Pembanty 15 3 20 %

Direktorat Reserse

Narkoba Kepolisiarn

Daerah Riau

Tersangka Tidak 42 3 517 %
3 | didampingi Penasehat

Hukum Dalam Proses

Penyidikan Perkara

Tindak Pidana

Penyalahgunaan

Narkotika di Direktorat

Reserse Narkob@a




Kepolisian Daerah Riau
4 Penasehat Hukum Dalam
Proses Penyidikan Perkara 1 1 100 %
Tindak Pidana
Penyalahgunaan

Narkotika di Direktorat
Reserse Narkoba
Kepolisian Daerah Riau

Jumlah 19 6
Sumber Data Primer Olahan Tahun 2012

4) Sumber Data
Dalam penelitian hukum empiris, sumber datanyadi#iken menjadi dua
macam Yyaitu:

a.

Data Primer

Data primer adalah data berupa fakta atau ketararygng penulis

peroleh / dapatkan secara langsung melalui respohddbjek yang

diteliti dengan cara melakukan penelitian dilapamgngenai hal-hal

yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakadiritdari:

a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepastakyang di
peroleh dari undang-undang antara lain kitab Undandang
Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahunl) 98
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisiegara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahu®320
tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun ZD&%&ang
Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal damalitir dan hasil
penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-lyakg berkaitan
dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dasikbopedia dan
sejenisnya mendukung data primer dan sekunder tsdq@@nus
bahasa indonesia dan internet.

5) Teknik Pengumpulan Data

a.

Teknik Wawancara/ I nterview

Wawancara atainterview adalah teknik pengumpulan data dengan
tanya jawab lisan secara langsung dengan pihak yersy
hubungannya dengan penelitian antara dua orang laih
berhadapan secara fisik yang satu dapat melihatipakg lain dan
mendengar dengan telinga sendiri. Wawancara iraksi#nakan
secara bebas, mengenai pokok persoalan yang tidattutan yang



berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah kissiagdeh penulis
agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
b. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah teknik mengkaji, meneladan
menganalisis berbagai literatur yang berhubunganngate
permasalahan yang sedang diteliti.
6) AnalisisData
Analisis data dalam suatu penelitian adalah merniama atau
memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan datey ydiperoleh
kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yangikdia terhadap
penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulantadg@rimer, data
sekunder yang akan dianalisa secara kualilatif inyat data yang
berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di sisaliengan mengunakan
statistik atau matematikan apapun sejenisnya, gt yang dinyatakan
responden secara tertulis atau lisan dan perilgtaryang di teliti dan di
pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasaakut, akan menarik
kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesiampualari yang bersifat
umum ke khusus.

F. Pembahasan
1. Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum
Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan sindroma
ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibgvesmigawasan dan
petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahkankdwenangan
untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pemauna, tetapi juga
berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasionhingsm hal ini
merupakan ancaman besar bagi bangsa dan Negara.

Penegakan hukum adalah tahap pembuatan hukum rhasilis
disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit daldmdéean masyarakat
sehari-hari®> Penyidikan yang dilakukan dalam kasus tindak pdan
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dtarkKepolisian
Daerah Riau belum sepenuhnya memperhatikan haktbasangka
terutama hak tersangka untuk didampingi penasehainh, karena masih
ada tersangka yang menjalani proses penyidikan igikidrat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Riau yang tidak didamgoegpasehat hukum.

Tersangka yang tidak didampingi penasehat hukura padin 2012
tergolong sangat banyak yaitu sebanyak 42 tersahgk®8 kasus dengan
total tersangka 94 orang (Jumlah data dari Bulanaka 2012 - Bulan
Oktober 2012)*

Banyaknya tersangka yang tidak didampingi penasédtgum
disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dalamyanaksit.

13 satjipto RaharjoQp. cit, him. 181.
14 Data Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Da®iah.



Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri téelgnan, paksaan,
atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukungylaerlaku. Menurut
Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kemadantang apa
yang semestinya kita lakukan atau perbuat atau yamgstinya tidak kita
lakukan atau perbuat terutama terhadap orang kKasadaran hukum
mengandung sikap toleran¥i.

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan maaiardék
mengenal hukum lebih mendalam, oleh sebab itu niby@n potensi
terjadinya pelanggaran dalam pelaksaan proses hukiantaranya dalam
proses penyidikan untuk pemberian hak tersangkaandalhal
pendampingan penasehat hukum . Hal ini terlihat adanya Tersangka
Budiawan Budiman alias Budi yang merupakan tersampgkyalahgunaan
shabu yang dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) j@alPEE2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotlkencam
dengan pidana diatas lima tahun penjara yang saekali stidak
didampingi penasehat hukum dalam proses penyidikatak pidana
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dtarkKepolisian
Daerah Riau.

Tersangka Budiman merupakan orang yang tidak mertgatang
hukum, pada saat dilakukan penyidikan tersangka jatam proses
penyidikan sendirian tanpa didampingi penasehatimukpenyidik selaku
orang yang mengerti hukum tidak menjelaskan teghaéeizangka tentang
hak-hak tersangka terutama sekali hak untuk didagnpenasehat hukum
terhadap tersangka yang diancam hukuman diatagdima penjara®

Tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotikayla dengan
ancaman hukuman diatas lima tahun penjara tetdgk tdipertanyakan
tentang pendampingan penasehat hukum tersangkapeleyidik, dan
penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tgksasama sekali
tidak menjelaskan tentang pentingnya penasehatnmukersangka yang
tidak didampingi penasehat hukum yang dimaksudasliadalah Irwan
Husin Bin Husin alias lwan tersangka penyalahgorsdebu yang dijerat
dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1)agah (2) Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daity& Bin Darlis
alias Bokir tersangka penyalahgunaan ganja yaregatlijdengan Pasal
114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undangd&d5 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Penyidik sama sekali tidak mempertanyakan tentamglgmpingan
penasehat hukum tersangka, apalagi menawarkan&épasdngka bahwa
ada jasa penasehat hukum cuma-cuma yang diberighrNegara dalam
proses penyidikan guna menjunjung tinggi Hak Asasrang tersangKa.

15 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, him. 262.

16 Wawancara dengalditya Bin Darlis , Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru.

" Wawancara dengaBudiawan Budiman, Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru.
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Kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak deiktersangka
ataupun aparat penegak hukum menyebabkan kurahaksemanya
pelaksanaan hak-hak tersangka di dalam prosesdueyitindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dmrkKepolisian
Daerah Riau.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk
Didampingi Penasehat Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Direktorat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Tersangka dalam proses penyidikan perkara tindadangi
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dmrkKepolisian
Daerah Riau pada tahun 2012 (Bulan Januari-Bulanli@k) sebanyak 96
tersangka, tersangka yang wajib didampingi penaskbhlum karena
diancam hukuman diatas lima tahun penjara berjusabrang, tersangka
yang tidak didampingi penasehat hukum berjumlaloréhg sedangkan
tersangka yang didampingi penasehat hukum berjudfabrang. Untuk
lebih jelasnya dilihat tabel dibawah ini.

Tabe 2
Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
di Direktorat Resere Narkoba Kepolisian Daerah Riau

No. Tersangka Jumlah

1 Tersangka Tahun 2012 (Bulan 96
Januari-Bulan Oktober)

2 Tersangka Yang Diancam 58
Hukuman Diatas Lima Tahun
Penjara

3 Tersangka Tidak didampingi 42

Penasehat Hukum Dalam Proses
Penyidikan  Perkara  Tindgk
Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Direktorat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Rigu
4 Tersangka Yang didampingi 16
Penasehat Hukum Dalam Proses

Penyidikan Perkara  Tindgk
Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Direktorat Reserse
Narkoba Kepolisian Daerah Riau
Sumber Data Kepolisian Daerah Riau, 2012.
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Melaksanakan penyidikan di Direktorat Reserse Naalkéepolisian
Daerah Riau sering menghadapi hambatan- hambatabedtbagai faktor
penyebab yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia
a. Tersangka Yang Tidak Mengerti Hukum

Masyarakat merasa hukum di indonesia masih belwsa bi
memberikan jaminan terhadap mereka. Dan kebanyalan
mereka masih belum mengerti dan memahami bahashudkam,
sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukumramduhal ini
terlihat jelas dari banyaknya tersangka dalam kasus
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse bk
Kepolisian Daerah Riau yang tidak didampingi pehasbukum.

Tersangka yang tidak mengerti hukum atau buta hutiask
mengerti jelas tentang proses penyidikan, sehinggaangka
cenderung mengikuti proses penyidikan dengan apayadtanpa
mempertanyakan apa saja hak mereka sebagai se¢ersaiggka.

b. Penyidik Tidak Mengerti Hak-Hak Tersangka Yang @®erl
Dilindungi

Aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana
hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-bemenerapkan
peraturan yang sudah ditetapkan. Malah sering agsaegak
hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah ggafan
hukum. Hal itu membuat masyarakat menjadi memandanmgh
aparat penegak hukum.

Hal ini terlinat dari sikap aparat penegak hukunaaieproses
penyidikan yang menganggap remeh dengan hak-halg ya
diberikan kepada tersangka, hak-hak tersangka r&esu pada
asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajdaiyaa
tersangka dalam proses peradilan pidana wajib npatkizn hak-
haknya (bahwa setiap orang yang disangka, ditanghaghan,
dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadikgibwlianggap
tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilamg ya
menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh leekbakum
tetap)*®

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik cendgr
tidak memperhatikan hak-hak tersangka yang sudatiurddalam
peraturan perundang-undangan hukum yang berlaMegtra ini .

Anggapan tersangka merupakan orang yang tertangkap
tangan melakukan suatu tindak pidana penyalahgunakotika,
sudah menjadi hal yang wajar untuk tidak diberikatah satu hak
tersangka untuk mendapatkan pendampingan dari ¢leaias
hukum, apalagi pemberian bantuan hukum cuma-cumay ya
disediakan oleh Negara karena keberadaan penaseikaim
dianggap pasif pada saat proses penyidikan yamaguttiédn oleh

18 Asa Mandiri,Op. cit, him. 10.
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seorang penyidik kepada tersangka tindak pidangatemgunaan
narkotika di Direrkorat Narkotika Kepolisian Daef@tau.*®
c. Keterbatasan Tenaga Penasehat Hukum

Penasehat hukum merupakan hal inti dalam pembéa&n
tersangka untuk mendapatkan hak pendampingan petase
hukum. Pendampingan tersangka dalam proses peagidik
merupakan hal wajib, jika tersangka diancam piddiatas lima
tahun penjara atau lebih. Tersangka yang tidak rmamgmbayar
maka Negara menyediakan penasehat hukum secaraccumnaa
untuk tersangka hal ini diatur dalam Undang-Undaiognor 18
Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) Advekaib
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepatzarpe
keadilan yang tidak mampu.

Dari hasil penelitian penulis dengan melakukan weaea
kepada Bapak D.T.M. Silitonga, Direktur Reserse kiba
Kepolisian Daerah Riau, menyampaikan bahwa pihaerse
narkoba sudah meminta ke beberapa penasehat hukiishak(
disebut nama) untuk diajak bekerja sama dengark [irektorat
Reserse Narkoba Kepolisisan Daerah Riau, namun rdqebe
penasehat hukum tersebut menolak karena penasghanhyang
diminta bantuan oleh pihak Direktorat Reserse Naakigepolisian
Daerah Riau sedang menangani banyak kasus. Oledb sab
mereka menolak permintaan pihak Direktorat Res@&tagkoba
Kepolisian Daerah Riau untuk menjadi penasehat mukuma-
cuma guna membantu rakyat yang kurang mampu dak tid
mengerti hukunf®

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pdvads
hukum yang bekerja di Direktorat Reserse Narkob@oKsian
Daerah Riau sebagai penasehat hukum cuma-cuma Bapak
Fredy Nainggolan, S.H. Meskipun dalam aturan hukMegara
menyediakan penasehat hukum secara cuma-cumatensakgka
hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahuw03
tentang Advokat Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib roerikan
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencarildtea@ing
tidak mampu. Namun terhadap penasehat hukum yamplake
memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada tersaidida
ada ada sanksi yang tegas ketika hal tersebutgdiéan Beliau
mengatakan bahwa penasehat hukum yang tidak maupeniéam
bantuan hukum secara cuma-cuma hanya diberi tegdeam
peringatan biasa saja karena hal tersebut diangg&mggaran

9 Wawancara dengaAiptu Mulyantho, Hari Senin, Tanggal 8 April, 2013, Bertempat di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

2 Wawancara denga.T.M. Slitonga, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
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tidak beraf! Jadi bagi advokat yang tidak menjalankan kewajiban
tersebut tidak ada sanksi yang berat, dan halerseembuat para
penasehat hukum tidak begitu serius dalam menangenkiara
bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. Faktor Anggaran Dana
Selain masalah faktor sumber daya manusia, masalgfaran
dana juga sering menjadi kendala utama. Dari pesiklitian penulis
yang penulis dapatkan, berdasarkan hasil wawardemgan Bapak
D.T.M. Silitonga, Direktur Reserse Narkoba KepalisiDaerah Riau,
Beliau mengatakan bahwa tidak ada dana dari Nagdtk program
bantuan hukum ini menjadi faktor penghambat .

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatas Hambatan Dalam
Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum
Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau

Dalam menjalankan pelaksaan pemberian hak teraangkuk
didampingi penasehat hukum dalam proses penyidpenkara tindak
pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat RseseNarkoba
Kepolisian Daerah Riau tentunya terdapat berbagmiam hambatan,
yaitu:

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hakdrakngka
untuk didampingi penasehat hukum dalam proses gizayi.

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya menegakkan
hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat ydalg thampu
dari bangsa kit&

Adanya suatu program sosialisasi kepada masyarakat
tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penaskbkum
dalam proses penyidikan merupakan suatu hal yaikgibakukan
karena melihat banyaknya tersangka yang diancanunhaik
penjara diatas 5 tahun penjara yang menjalani prpseyidikan di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Réedapt tidak
didampingi penasehat hukum. Oleh sebab itu adamatus
program sosialisasi kepada masyarakat tentang &lakemsangka
untuk didampingi penasehat hukum dalam proses gday
diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakiainge
bagaimana hak seorang tersangka untuk didampingaspéat
hukum dalam proses penyidikan sehingga apabila analsyt
terjerat kedalam permasalah hukum maka mereka nteteggang

2L Wawancara dengafredy Nainggolan,SH., Hari Sabtu, Tanggal 20 April, 2013, Bertempat
di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian DaeraluRia

% Ety Ucu RuhayatiUpaya Hukum dari Korban Berupa Bantuan Hukum Dalam Proses
Peradilan Pidana, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, JakKe3€g, him. 7.
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hak-hak mereka untuk didampingi penasehat hukundaroses
penyidikan.

Beberapa kegiatan sosialisasi sudah pernah dilakpikak
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riamtdranya
pembekalan berupa Pelatihan Penyuluhan BahayaaRégynaan
Narkotika kepada perwakilan guru-guru se-Proving&uRyang
dihadiri sebanyak 50 orang guru perwakilan SD, SR SMA
sederajat. Dalam sosialisasi ini di jelaskan dampeakggunaan
narkotika, sanksi, serta hak-hak sebagai tersatighlak pidana
penyalahgunaan narkotika. Selain itu, sosialisaga jdilakukan
saat peringatan Hari ulang tahun Pramuka dengaa $SayrNo To
Drugs, Penyuluhan langsung ke sekolah-sekolah guna nistam
pengetahuan murid-murid tentang sanksi hukum pehgahaan
narkotika®

b. Meningkatkan Mutu Penyidik di Direktorat Reserse rkéda
Kepolisian Daerah Riau.

Lemahnya sumber daya manusia merupakan suatu
hambatan dalam pelaksanaan hak tersangka untuknpiioigi
penasehat hukum untuk dalam proses penyidikan ckkidirat
Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau . Kendalanda
pemberian hak tersangka untuk didampingi penaseb&um
dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Nak¢Gepolisian
Daerah Riau menjadi suatu tantangan besar olelk pivaktorat
Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebagai sastiansi
dari aparat penegak hukum.

Meminimalisir lemahnya sumber daya manusia dari
penyidik Poiri di Direktorat Reserse Narkoba Kegialh Daerah
Riau, maka pihak yang berwenang dalam peningkataiu m
penyidik mengadakan pelatihan-pelatihan khusus gus@ambah
pengetahuan penyidik. Pelatihan-pelatihan yangriidoe kepada
penyidik di Direktorat Reserse Narkoba KepolisiaaeEah Riau
diantaranya: Pendidikan Kejujuran Dasar Badan Res€riminal
yang dilaksanakan di SPN Pekanbaru, Pelatihan sesaminal
yang dilaksanakan di SPN Pekanbaru, Peningkatanlit&sia
Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesangy
dilaksanakan di SPN Pekanbaru, pelatihan tentangstigasi
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang difekdsan di
Badan Narkotika Nasional Jakarta, Manajemen Opétadiotika
di namun Badan Narkotika Nasional Jakarta, dantipalatentang
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Hotel JageaRbary’

% Wawancara dengdbrahim Ismail SH., M,S, Hari Sabtu, Tanggal 8 Juni, 2013,
Bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Kepoliflarrah Riau.

2 Wawancara dengaBripka Nyuspendri, Hari Senin, Tanggal 10 Juni, 2013, Bertempat di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
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Direktur Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Rher
Riau juga berupaya memberikan pengarahan kepadgdpen
penyidik agar penyidik-penyidik di Direktorat ReserNarkoba
Kepolisian Daerah Riau menempuh pendidikan untukjacke
seorang Sarjana Hukum. Penyidik-penyidik yang megudm
jenjang pendidikan sarjana hukum diharapkan dagtét Imemiliki
pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak tersamighkam
proses penyidikan agar tidak ada tersangka-tersangkng
dirugikan®
c. Mengupayakan agar Penasehat Hukum Memberikan Bantua
Hukum Kepada Tersangka dalam Proses Penyidikan
Pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang buta
hukum dan tidak mempunyai biaya untuk membayar gedret
hukum akan mengurangi pendapatan penasehat hukgebue
atas jasa yang telah penasehat hukum berikan kdpesingka.
Minimnya jumlah penasehat hukum untuk mendampiexgangka
dalam menjalani proses penyidikan menyebabkan kayga
tersangka yang tidak didampingi penasehat hukurrsaajalani
proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemgafean
narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepoliddaerah Riau.
Penyidik mengupayakan bantuan hukum tehadap gaan
dengan cara menggunakan rekanan penyidik, contoperygidik
pernah meminta bantuan kepada penasehat hukum pelasehat
hukum yang bekerja sama dengan Direktorat Resees&obia
Kepolisian Daerah Riau yaitu penasehat hukum Rindhiawan,
S.H dan Hendriadi, S.H. Inilah upaya penyidik dalaremenuhi
hak tersangka yang memerlukan pendampingan peridsekiam
dalam proses penyidikan perkara tindak pidana peywesan
narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepatidimerah Riau.
2. Meningkatkan Anggaran Dana
Anggaran dana sangat mempengaruhi terlaksana idtdunya
suatu program yang direncanakan, karena dengak #éidanya dana
yang memadi maka suatu program tersebut dapatntaike Demikian
juga dengan program pendampingan penasehat hukupade
tersangka yang diancam hukuman diatas lima tahumge Seperti
yang penulis dapatkan dari hasil penelitian bahwammya penasehat
hukum yang disediakan di Direktorat Reserse Nark&lepolisian
Daerah Riau.
Minimnya jumlah penasehat hukum yang ada di Dingtto
Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau disebabikiak tadanya
anggaran dana tetap untuk membiayai penasehatrhigksebut®

% Wawancara denga.T.M. Slitonga, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

% Wawancara denga.T.M. Slitonga, Hari Selasa, Tanggal 23 April, 2013, Bertempat di
Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.
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Oleh sebab itu maka upaya yang dilakukan untuk atesg

hambatan tersebut adalah dengan mengalokasikan kdausais dari
pemerintah pusat ataupun daerah untuk menjalankeogrgm
pendampingan penasehat hukum terhadap tersangk@ diancam
pidana diatas lima tahun penjara.

Dana yang memadai sangat menunjang terlaksanaogaapt

pendampingan penasehat hukum terhadap tersangkg diancam
pidana diatas lima tahun penjara guna menjalankamtph Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-dgddukum

Acara Pidana pada Pasal 56 ayat (1). Untuk mendreskdikit dana
untuk penasehat hukum sebagai pengganti uang tdasp si

penasehat hukum dikumpulkan dari sisipan dana gingian kepala
penyidik di Direktur Reserse Narkoba Kepolisian @&eRiau . Tidak
adanya dana untuk membiayai penasehat hukum adalah satu
kendala besar dan merupakan alasan yang kongkugt iyeenyebabkan
minimnya jumlah penasehat hukum yang disediakan ddirektur

Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau.

G. Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dkipaik

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

a)

b)

Pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penadaiiaim
dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse dtsrk<epolisian
Daerah Riau masih belum berjalan dengan baik hakrhhat dari
banyaknya tersangka yang diancam pidana diatastéimm penjara
yang tidak didampingi penasehat hukum hal ini dibln oleh
kurangnya kesadaran hukum dari berbagai pihak.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak ¢hsamtuk
didampingi penasehat hukum dalam proses penyiderkara
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di DirektoReserse
Narkoba Kepolisian Daerah Riau, antara lain: Fakionber daya
manusia termasuk didalamnya tersangka yang tidagent hukum;
penyidik tidak mengerti hak-hak tersangka yang yelilindungi;
keterbatasan tenaga penasehat hukum, dan adanyathankarena
faktor anggaran dana

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hamdwarbatan
yang terjadi dalam pelaksanaan hak tersangka udid&mpingi
penasehat hukum dalam proses penyidikan dalam rpetkadak
pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reesdédarkoba
Kepolisian Daerah Riau ialah: Meningkatkan mutu semdaya
manusia, termasuk didalamnya mensosialisasikardikepasyarakat
tentang hak-hak tersangka untuk didampingi penaseikam dalam
proses penyidikan; Meningkatkan mutu penyidik direRiorat
Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau; Mengupayakgar
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Penasehat Hukum Memberikan Bantuan Hukum Kepadsaigka
dalam Proses Penyidikan dan Meningkatkan anggauaa. d
2. Saran

a) Agar setiap aparat penegak hukum yang bersangkidén polisi
maupun penasehat hukum dapat saling bekerjasama dan
berkoordinasi dengan baik serta serius dalam ragrkjan program
pelaksanaan hak tersangka untuk didampingi penadahieum
dalam proses penyidikan dalam perkara tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana dlates tahun
penjara.

b) Agar pemerintah lebih serius lagi untuk memperlfaatilprogram
pelaksanaan hak-hak tersangka dalam proses pesmyidéngan cara
mengeluarkan anggaran dana khusus untuk membayar para
penasehat hukum, karena adanya dana yang memadapakan
faktor yang penting dalam menunjang pelaksanaantéiaangka
untuk didampingi penasehat hukum dalam proses gigayi dalam
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika kurdapat
berjalan dengan baik.

c) Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Kepolisianef@h Riau
mengadakan kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hysugnada
di Riau guna membantu tersangka-tersangka yang ladsdradapan
dengan hukum.

H. Ucapan Terimakasih
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